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ABSTRAK 

KUHP sendiri masih memasukkan pembunuhan mutilasi ke dalam pembunuhan 

biasa atau pembunuhan berencana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang 

dimutilasi di Indonesia belum ada undang-undang maupun peraturan yang secara 

khusus mengatur tentang kejahatan dengan mutilasi. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan khusus tentang tindak 

pidana mutilasi tetapi yang ada hanya tentang tindak pidana pembunuhan pada 

umunya saja sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 

KUHP.Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dalam 

pandangan ilmu krimonologi dapat dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yakin faktor 

intrinsik (intern) dan faktor ekstrinsik (ekstern). Faktor intrinsik (intern) yaitu: 

faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor intellegence, faktor usia, dan 

faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik (ekstern) yaitu: faktor 

pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor 

lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat.  Berdasarkan hasil penelitian 

dipahami bahwa hambatan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana 

pembunuhan berencana disertai mutilasi adalah rusaknya tempat kejadian perkara 

yang dikarenakan oleh faktor manusia dan faktor alam. 

 

Kata Kunci:  Tindak Pidana, Pembunuhan, Mutilasi,  

 

 

ABSTRACT 

 

The Criminal Code itself still includes mutilation murder into ordinary murder or 

premeditated murder. The research carried out is normative research, namely 

research that uses statutory regulations as a basis for solving the problems 

raised. The data used are primary and secondary data and the data collection 

methods used in this research are library research and field research. In 

Indonesia, there are no laws or regulations that specifically regulate crimes 

involving mutilation. In the Indonesian Criminal Code (KUHP), there are no 

special provisions regarding the crime of mutilation but only regarding the crime 

of murder in general as regulated in Article 338 of the Criminal Code and Article 

340 of the Criminal Code. The view of crimonology can be divided into 2 (two) 

factors, namely intrinsic (internal) factors and extrinsic (external) factors. 

Intrinsic (internal) factors are: urgent economic needs factors, intelligence 
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factors, age factors, and gender factors. Meanwhile, extrinsic (external) factors 

are: educational factors, social factors, environmental factors, employment 

factors, and weak factors in the community's environmental security system. 

Based on the research results, it is understood that the obstacle for investigators 

in uncovering the perpetrator of the crime of premeditated murder accompanied 

by mutilation is the damage to the crime scene caused by human and natural 

factors. 

 

Keywords: Crime, Murder, Mutilation, 

 

 

A. Pendahuluan 

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu 

sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. 

Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau 

mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran 

hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 

dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada 

kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam 

penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak 

hukum dalam melaksanakan tugasnya.  

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia 

adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Sebagai negara hukum maka 

Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara menjamin segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum 

atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. 

Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan 

melalui proses peradilan. 

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia 

tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi 

perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis 
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moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan 

terhadap dampak fenomena ini.  

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan 

masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia 

hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang 

satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan 

berbuat. 

Sikap dan perbuatan seseorang agar tidak merugikan kepentingan dan hak 

orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu 

sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam 

rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu 

terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalam hukum pidana.  

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan 

dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang 

melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi 

atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang 

berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. 

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh 

Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang 

dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan bukan merupakan peristiwa 

hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. 

Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya 

dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.  

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara 

atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian 

secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada 
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fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu 

kebenaran. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain 

dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah 

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam 

aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya 

dalam praktik dan putusan-putusan hukum. 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara 

meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku 

serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan 

perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan 

dengan perumusan penelitian. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi harus diberikan sanksi 

atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan  hukum 

terhadap pelaku pembunuhan disertai mutilasi. Secara konseptional, maka inti dan 

arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk 

mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau 

manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum 
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diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa 

hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di 

dalam masyarakat. 

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan 

penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan 

kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan 

penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat 

penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, 

kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum 

menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja 

sama yang baik. 

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. 

Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral 

(etika dalam arti sempit). 

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek 

penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari 

sudut dogmatis normatif, material atau  substansi atau masalah pokok penegakan 

hukum terletak pada: 

1. Faktor hukumnya sendiri. 

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat 

dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup 

mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang 

penegakan hukum. 
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Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara 

langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya 

mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan 

tersebut mencakup pihak yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. 

Penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan 

peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur 

kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. 

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Seseorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan. 

Hak sebenarnya merupakan  wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, 

sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke 

dalam unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Peranan yang ideal (ideal role). 

2. Peranan yang seharusnya (expected role) 

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role). 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti 

yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain : 

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang 

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-

undang disebabkan karena: 

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang 

b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 

mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. 

2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 
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a. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

b. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

c. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis 

diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak 

hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam 

tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.  

Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku pembunuhan disertai 

mutilasi maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu 

proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian 

tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk 

memyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan 

penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan tentang:  

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan 

2. Kapan tindakan itu dilakukan 

3. Dimana tindakan itu dilakukan 

4. Dengan apa tindakan itu dilakukan 

5. Bagaimana tindakan itu dilakukan 

6. Mengapa tindakan itu dilakukan 

7. Siapa pelaku tindakan tersebut. 

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan 

tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas 

seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang 

berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) sebab 

jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut 

sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan 

saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan 

undang-undang yang berlaku, maka secara otimatis tahap cara berikutnya akan 

terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim. 
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Pentingnya penyidikan perkara dalam pelakanaan hukum acara pidana 

dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai 

penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan 

penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada 

dilapangan. 

Seorang penyelidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang 

ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, 

maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, 

dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan 

pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun 

demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti 

yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga 

suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana 

yang dilakukan dan siapa pelàku-pelakunya.  

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan 

dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu 

dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka 

Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penanganan selanjutnya dengan 

melakukan penindakan.  

Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam tahap penindakan 

mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan 

hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa 

pelanggaran terhadap hak–hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah 

Penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakin bahwa telah terjadi suatu 

tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dan untuk memperjelas segala sesuatu 

tentang tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi tersebut. Keyakinan tersebut 

diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya dan terdapat bukti permulaan yang 

cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat 

dipersalahkan sebagai pelaku.  

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi 

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 
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butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya”. 

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang 

memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan 

pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat 

penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai 

penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu 

ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), 

kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, 

diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut 

umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah 

kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. 

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk: 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana;  

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;  

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka;  

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;  

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;  

7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat 

(1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);  

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; dan 

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;  

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena 

dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang 

diperiksa. Akan Tersangka meskipun  menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka 
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tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisator). Tersangka harus 

di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta 

harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana 

tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 

48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak 

bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana  diatur dalam 

KUHAP yang mengatur bahwa  pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik 

harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar 

keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di 

dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, 

terdakwa dan terpidana  dalam setiap kedudukan tersangka pada proses 

pemeriksaan. 

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang 

berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:  

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan 

diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun 

juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan 

harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik 

dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari 

penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 

117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk 

tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, 

berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan 

telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. 

2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang 

diterangkan tersangka tentang apa yang sebenamya telah dilakukannya 

sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh 

penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang 

dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di 

tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi 



 

                Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023  

               Published : 30-11-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 63-76 

 

 

Page | 73  

 

 

berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka 

dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara 

tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangganinya maka 

penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu 

serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau 

menanda tangganinya. 

3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa 

berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan 

dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah 

tempat tinggal tersangka. 

4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 

113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka 

dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ketempat 

kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat 

hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan 

alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya 

harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di temapat 

kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan 

pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada 

pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara 

lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik 

mendatangi tersangka ditempat kediamannya.  

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena 

dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang 

diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan 

tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisator).  

Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki 

harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. 

Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkab bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan 
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prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. 

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap pelaku pembunuhan 

disertai mutilasi dilakukan dengan menanyakan kedaan jasmani dan rohani yang 

diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang 

diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu 

kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana 

dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa 

temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan 

siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. 

Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.  

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan 

seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara 

pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani 

pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu 

pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat 

meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi 

dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut.1  

Akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh 

yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan 

ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik. 

 

D. Kesimpulan  

Pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dimutilasi di Indonesia belum 

ada undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang 

kejahatan dengan mutilasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Indonesia, tidak ada ketentuan khusus tentang tindak pidana mutilasi tetapi yang 

ada hanya tentang tindak pidana pembunuhan pada umunya saja sesuai yang 

diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP. 

Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana disertai mutilasi dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan 

 
1 Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Sumaryono, Direktur Reserse Kriminal 

Umum  Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Senin, 04 September 2023 Pukul 10.00 wib. 
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atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan 

tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, 

melengkapi berkas perkara dan melaksanakan Tahap I atau pelimpahan berkas 

perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan Berkas Perkara Lengkap 

(P21), maka penyidik segera melaksanakan tahap II atau pelimpahan tersangka 

dan barang bukti. 

Hambatan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan 

berencana disertai mutilasi adalah rusaknya tempat kejadian perkara yang 

dikarenakan oleh faktor manusia, faktor alam, dan faktor hewan, kurangnya 

pengalaman dan pengetahuan penyidik, artinya penyidik yang dalam melakukan 

tugasnya belum didukung oleh pengetahuan tentang penyelidikan dan penyidikan 

seperti penyidik yang baru diangkat sebagai penyidik. Upaya-upaya yang 

dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala pada saat menentukan Tempat 

Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan, mengupayakan pihak Kepolisian 

untuk segera menanggapi laporan masyarakat untuk datang di TKP guna 

mengamankan dan menjaga TKP agar TKP tidak berubah dan terjaga keasliannya, 

dilakukan koordinasi antara penyidik senior dengan penyidik yang baru agar 

bekerjasama dan disekolahkan lagi dalam pelatihan penyidikan khusunya bagi 

para penyidik yang baru diangkat sebagai penyidik. 
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